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BUPATI SERDANG BEDAGAI
PROVINSI SUMATERA UTARA
PERATURAN BUPATI SERDANG BEDAGAI
NOMOR              TAHUN 2017

TENTANG

PENYELENGGARAAN SISTEM ELEKTRONIK DALAM PELAYANAN TERA DAN TERA ULANG DI LINGKUNGAN DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN 
KABUPATEN SERDANG BEDAGAI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SERDANG BEDAGAI,
Menimbang	: a.	bahwa tera dan tera ulang yang meliputi pengujian alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya (UTTP), merupakan salah satu upaya yang bertujuan untuk melindungi kepentingan umum dalam hal kebenaran pengukuran sesuai Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku;
  b.	bahwa untuk meningkatkan dan mengoptimalkan pelayanan metrologi legal berupa tera dan tera ulang perlu dilakukan sistem elektronik untuk penyelenggaraan tera dan tera ulang;
  c. 	bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b diatas, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penyelenggaraan Sistem Elektronik Dalam Pelayanan Tera dan Tera Ulang di Lingkungan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Serdang Bedagai;
Mengingat	: 1. 	Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1981 tentang Metrologi Legal;
	  2.	Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen;
3.	Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Samosir dan Kabupaten Serdang Bedagai di Provinsi Sumatera Utara;
 4.	Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan;
 5.	Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
6. 	Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
7.	Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
8.	Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 78/M-DAG/PER/11/2016 tentang Unit Metrologi Legal;	
9.	Peraturan Daerah Kabupaten Serdang Bedagai Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Serdang Bedagai.
10.	Peraturan Bupati Nomor 17 Tahun 2017 tentang  Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas Di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Serdang Bedagai;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan	: PERATURAN BUPATI TENTANG PENYELENGGARAAN SISTEM ELEKTRONIK DALAM PELAYANAN TERA DAN TERA ULANG DI LINGKUNGAN DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN KABUPATEN SERDANG BEDAGAI

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :
1. Daerah adalah Kabupaten Serdang Bedagai.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Serdang Bedagai.
3. Bupati adalah Bupati Serdang Bedagai.
4. Dinas adalah Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Serdang Bedagai.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Serdang Bedagai.
6. Unit Pelaksana Teknis Metrologi Legal yang selanjutnya disebut UPT Metrologi Legal adalah UPT di lingkungan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Serdang Bedagai yang bertanggungjawab menyelenggarakan pelayanan kemetrologian di Kabupaten Serdang Bedagai.
7. Kepala UPT adalah Kepala UPT Metrologi Legal Kabupaten Serdang Bedagai.
8. Metrologi Legal adalah segala kegiatan yang diselenggarakan oleh UPT Metrologi Legal meliputi tera dan tera ulang peralatan ukur, takar, timbang, dan perlengkapannya (UTTP) di Kabupaten Serdang Bedagai.
9. Menera adalah menandai dengan tanda tera sah atau tanda tera batal yang berlaku, atau memberikan keterangan tertulis yang bertanda tera sah atau tera batal yang berlaku, dilakukan oleh pegawai yang berhak melakukannya berdasarkan pengujian yang dijalankan atas alat-alat ukur, takar, timbang, dan perlengkapannya yang belum dipakai.
10. Tera ulang adalah menandai berkala dengan tanda tera sah dan tanda tera batal yang berlaku atau memberikan keterangan tertulis yang bertanda tera sah atau tanda tera batal yang berlaku, dilakukan oleh pegawai yang berhak melakukannya berdasarkan pengujian yang dijalankan atas alat-alat ukur, takar, timbang, dan perlengkapannya yang belum dipakai.
11. Penyelenggaraan  sistem  elektronik  dalam  pelayanan  tera  dan  tera ulang  di  lingkungan UPT Metrologi Legal Kabupaten Serdang Bedagai  yang selanjutnya  disebut TERA-OCE, adalah  pemanfaatan  teknologi  informasi  dan  komunikasi  untuk meningkatkan  efisiensi,  efektivitas,  transparansi  dan  akuntabilitas penyelenggaraan Kemetrologian.
12. Teknologi  Informasi  adalah  suatu  teknik  untuk  mengumpulkan, menyiapkan,  menyimpan,  memproses,  mengumumkan,  menganalisis, dan/atau menyebarkan informasi.
13. Aplikasi  adalah  komponen  sistem  informasi  yang  digunakan  untuk menjalankan  fungsi,  proses,  dan  mekanisme  kerja  yang  mendukung pelaksanaan pelayanan tera/tera ulang.
14. Interoperabilitas adalah kemampuan dua sistem atau dua komponen atau lebih  untuk  bertukar informasi  dan  untuk  menggunakan  informasi  yang telah dipertukarkan.
15. Open source adalah sistem pengembangan yang tidak dikoordinasi oleh suatu individu/lembaga pusat, tetapi oleh para pelaku yang bekerjasama dengan memanfaatkan kode sumber (open source) yang tersebar dan tersedia bebas (biasanya menggunakan fasilitas komunikasi internet)
16. Database adalah kumpulan informasi yang disimpan di dalam komputer secara sistematik sehingga dapat diperiksa menggunakan suatu program komputer untuk memperoleh informasi dari database tersebut.
17. My Structured Query Langunge adalah sistem manajemen relasi database yang disingkat MySQL.

BAB II
MAKSUD DAN TUJUAN
Pasal 2
(1) Peraturan Bupati  ini  dimaksudkan  untuk  mengatur  penyelenggaran sistem elektronik dalam pelayanan tera dan tera ulang (TERA-OCE).
(2) Peraturan Bupati ini bertujuan untuk: 
a. memberikan  acuan  pelaksanaan  dan  pedoman  dalam  rangka penyelenggaran sistem elektronik dalam pelayanan tera dan tera ulang (TERA-OCE) di Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Serdang Bedagai.
b. menciptakan  sinergi  antar  pelayanan  depan  (front  office)  dengan pengolahan data  (back office); 
c. 	mengoptimalkan  penyelenggaraan sistem elektronik dalam pelayanan tera dan tera ulang (TERA-OCE) dalam  pelayanan  tera dan tera ulang secara menyeluruh; dan 
d. 	mendorong  terjadinya  tata  kelola  pelayanan tera dan tera ulang  yang baik dan bersih dengan memanfaatkan teknologi informasi.

BAB III
RUANG LINGKUP
Pasal 3
(1) Ruang lingkup penyelenggaraan sistem elektronik dalam pelayanan tera dan tera ulang adalah alat Ukur, Takar, Timbang dan Perlengkapannya (UTTP) dengan kapasitas tertentu tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari Peraturan Bupati ini.
(2) Alat Ukur, Takar, Timbang dan Perlengkapannya (UTTP) selain yang tercantum dalam lampiran dapat dilakukan tera dan tera ulang sesuai dengan ruang lingkup UPT Metrologi Legal Kabupaten Serdang Bedagai.

BAB IV
KEBIJAKAN
Pasal 4
(1) TERA-OCE  diselenggarakan  untuk  pelayanan  tera dan tera ulang baik dalam kantor maupun luar kantor.
(2) Dalam  penyelenggaraan TERA-OCE sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (1) dikoordinasikan  oleh Kepala UPT Metrologi legal kepada Kepala  Dinas Perindustrian dan Perdagangan dan  dilaporkan  secara  berkala kepada Bupati. 

Pasal 5
Penyelenggaraan dan pengembangan TERA-OCE dapat dilakukan melalui kemitraan dengan badan usaha atau masyarakat.

Pasal 6
(1) Biaya  Penyelenggaraan TERA-OCE  bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), atau sumber lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
(2) Pemerintah Daerah dapat mengalokasikan anggaran TERA-OCE sebagaimana dimaksud  pada  ayat  (1) setiap  tahunnya  untuk  pengembangan  dan pemeliharaan.

BAB V
INFRASTRUKTUR
Pasal 7
TERA-OCE  memanfaatkan  infrastruktur internet  yang  disediakan  dan dikelola  oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Serdang Bedagai. 
 
Pasal 8
(1) Infrastruktur didalam  lingkup  internal  berupa akses internet provider disediakan oleh UPT Metrologi Legal Dinas Perindustrian dan Perdagangan. 
(2) Server sistem, data dan database ditempatkan di Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Serdang Bedagai.
(3) Penyediaan  infrastruktur  harus  sesuai  dengan  standar  teknis  tentang peralatan, interoperabilitas, keamanan sistem informasi,  konfigurasi, dan ketentuan lainnya. 
(4) Infrastruktur  untuk  penyelenggaraan  TERA-OCE  harus  dapat  diperiksa kesesuaian fungsinya melalui proses monitoring dan evaluasi. 

BAB VI 
APLIKASI  
Pasal 9 
(1) Aplikasi TERA-OCE bersifat kode sumber terbuka (Open Source) berbasis Web dengan  memenuhi  ketentuan interoperabilitas  dan  keamanan  sistem informasi. 
(2) Jenis  database  yang  digunakan  dalam  membangun  aplikasi TERA-OCE adalah MySQl. 
(3) Aplikasi TERA-OCE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit harus dilengkapi:  
a.  dokumen kebutuhan perangkat lunak;  
b.  dokumen arsitektur atau desain; 
c.  dokumen teknis; 
d.  dokumen manual;
e.  kode sumber
(4) Aplikasi TERA-OCE harus  dapat  diperiksa  kesesuaian  fungsinya  melalui proses monitoring dan evaluasi. 
(5) Hak  cipta  atas  aplikasi  dan  kode  sumber  (source  code)  TERA-OCE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi milik Pemerintah Daerah.




Pasal 10 
Aplikasi TERA-OCE dapat  dikembangkan  dengan  integrasi  aplikasi lainnya baik dengan  Kementerian, Lembaga, Perangkat  Daerah terkait  dengan  pelayanan Tera dan Tera Ulang.
BAB VII 
DATA DAN INFORMASI 
Pasal 11 
(1) 	Struktur  dan  format  data  yang  digunakan  harus  sesuai  dengan  standar interoperabilitas dan standar keamanan informasi.  
(2) 	Setiap pegawai UPT Metrologi Legal  harus  menjaga  keamanan,  kerahasiaan, keterkinian, akurasi serta kebutuhan data dan informasi. 
 
BAB VIII 
SUMBER DAYA MANUSIA 
 Pasal 12 
(1)  Setiap  pegawai  UPT Metrologi Legal harus  mengetahui,  memahami,  dan menjalankan TERA-OCE sesuai dengan tugas dan fungsinya. 
(2)   Pegawai  UPT Metrologi Legal    yang  melaksanakan  penyelenggaraan TERA-OCE  harus mendapatkan pendampingan untuk meningkatkan kapasitasnya. 
(3) Pelaksanaan  pelatihan,  monitoring  dan  evaluasi  secara  berkala  untuk meningkatkan kompetensi pegawai UPT Metrologi Legal. 

BAB IX 
TATA KELOLA  
Pasal 13 
Penyelenggaraan TERA-OCE  harus  mengacu  pada  standar  dan  ketentuan  tata kelola  tekonologi informasi dan komunikasi. 

BAB X 
KETENTUAN PENUTUP 
Pasal  14 
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 
Agar  setiap  orang  mengetahuinya,  memerintahkan  pengundangan  Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Serdang Bedagai.

Ditetapkan di Sei Rampah
pada tanggal      
BUPATI  SERDANG BEDAGAI, 


           H. SOEKIRMAN
Diundangkan di Sei Rampah
pada tanggal
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SERDANG BEDAGAI,


HADI WINARNO

BERITA DAERAH KABUPATEN SERDANG BEDAGAI TAHUN 2017 NOMOR 


LAMPIRAN PERATURAN BUPATI SERDANG BEDAGAI
NOMOR	:
TANGGAL	:
TENTANG 	:	PENYELENGGARAAN SISTEM ELEKTRONIK DALAM PELAYANAN TERA DAN TERA ULANG DI LINGKUNGAN DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN KABUPATEN SERDANG BEDAGAI.

DAFTAR ALAT UKUR, TAKAR, TIMBANG DAN PERLENGKAPANNYA (UTTP)

	JENIS ALAT UTTP
	KAPASITAS

	Meter dengan Pegangan
	Sampai dengan 2 m

	Meter Kayu
	Sampai dengan 2 m

	Anak Timbangan
	Sampai dengan 50 kg

	Timbangan
	Sampai kurang dari 500 kg

	Bejana Ukur
	Sampai dengan 1.000 L





   BUPATI  SERDANG BEDAGAI, 



               							           H. SOEKIRMAN
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